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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap individu,
dalam perkawinan akan terbentuk suatu keluarga yang diharapkan akan tetap
bertahan hingga pasangan tersebut dipisahkan oleh keadaan dimana salah

satunya meninggal dunia.

Perkawinan di anggap penyatuan antara dua jiwa yang sebelumnya hidup
sendiri-sendiri, begitu gerbang perkawinan sudah dimasuki, masing-masing
individu tidak bisa lagi memikirkan diri sendiri akan tetapi harus memikirkan

orang lain yang bergantung hidup kepadanya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1
menyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria
dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa”.! Sedangkan tujuan perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan adalah bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan

menimbulkan hak dan kewajiban. Ikatan hak dan kewajiban antara para

1Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Cet. 1, (Bandung: Citra Umbara, 2012), hal 2.



pribadi  kodrati, menimbulkan hubungan hukum di antara mereka.’
Perkawinan mempunyai akibat hukum yang tidak hanya terhadap diri pribadi
mereka yang melangsungkan pernikahan, tetapi mempunyai akibat hukum

terhadap harta suami istri tersebut.

Awalnya perkawinan ditujukan untuk selama hidupnya dan dapat memberi
kebahagiaan yang kekal bagi pasangan suami istri yang bersangkutan. Tetapi
banyak faktor yang memicu keretakan bangunan rumah tangga, sehingga
perceraian menjadi jalan terakhir, misalnya salah satu pihak berbuat serong
dengan orang lain, terjadi pertengkaran terus menerus antara suami istri,
suami/istri mendapat hukuman lima tahun penjara atau lebih berat, dan masih
banyak lagi alasan-alasan yang menyebabkan perceraian. Sesuai dengan
ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa
"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah
Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan
kedua belah pihak"® Adanya perceraian membawa akibat hukum terputusnya
ikatan antara suami istri, di lain pihak berakibat pada hubungan hukum

kekeluargaan dan hubungan hukum harta kekayaan.

Hubungan hukum kekeluargaan dan hubungan hukum kekayaannya
terjalin sedemikian eratnya, sehingga keduanya memang dapat dibedakan

tetapi tidak dapat dipisahkan. Hubungan hukum kekeluargaan menentukan

2 Soerjono Soekanto dan Soleman b. Taneko, Hukum Adat Indonesia, Cet. 5, (Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada, 2002), hal 239.

3Repub|ik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Cet. 1, (Bandung: Citra Umbara, 2012), hal 13.



hubungan hukum kekayaannya dan hukum harta perkawinan tidak lain

merupakan hukum kekayaan keluarga.*

Menurut hukum adat yang dimaksud dengan harta perkawinan adalah
semua harta yang dikuasai suami istri selama mereka terikat dalam ikatan
perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perorangan yang
berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta
pencaharian hasil bersama suami istri, dan barang-barang hadiah. Kesemuanya
itu dipengaruhi oleh prinsip kekerabatan yang di anut oleh masyarakat
setempat dan bentuk perkawinan yang berlaku terhadap suami istri

bersangkutan.®

Sebagaimana diketahui bahwa setiap perkawinan masing-masing pihak
dari suami atau istri mempunyai harta yang dibawa dan diperoleh sebelum
melakukan akad perkawinan. Suami atau istri yang telah melakukan
perkawinan mempunyai harta yang diperoleh selama perkawinan disebut harta
bersama. Pada umumnya harta bersama ada, kalau ada kehidupan bersama
antara suami dan istri, dan keduanya mempunyai kedudukan yang sama dalam
masyarakat.® Meskipun harta bersama tersebut hanya suami yang bekerja

dengan berbagai usahanya sedangkan istri berada di rumah dengan tidak

* J. Satrio, “Hukum Harta Perkawinan”, Cet. 1, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991),
hal 5.

> H. Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat Dan Upacara
Adatnya, Cet. 6, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hal 156.

e Soerjono Soekanto, Soleman b. Taneko, Hukum Adat Indonesia, Cet. 5, (Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada, 2002), hal 250.



mencari nafkah melainkan hanya mengurus rumah tangga.” Jadi, seluruh harta
yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan yang sah, dianggap harta
bersama suami istri. Tidak dipersoalkan jerin payah siapa yang terbanyak
dalam usaha memperoleh harta bersama tersebut.® Suami maupun istri
mempunyai hak untuk mempergunakan harta bersama yang telah diperolehnya
tersebut selagi untuk kepentingan rumah tangganya tentunya dengan
persetujuan kedua belah pihak. Dan ini berbeda dengan harta bawaan yang
keduanya mempunyai hak untuk mempergunakannya tanpa harus ada
persetujuan dari  keduanya atau masing-masing berhak menguasainya
sepanjang para pihak tidak menentukan lain, sebagaimana UU No. 1 tahun
1974 tentang Perkawinan mengatur harta bersama dalam pasal 35 sampai
dengan pasal 37. Untuk masalah harta kekayaan setelah perceraian, diatur di
dalam Pasal 37 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi
"Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut
hukumnya masing-masing™.’ Di dalam Penjelasan Pasal 37 UU No. 1 tahun
1974 tentang Perkawinan dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan
"hukumnya masing-masing” adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-

hukum  lainnya.

’ HM., Anshary MK, “Hukum Perkawinan di Indonesia”, Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2010), hal 130.

®lbid, hal 131.

9Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Cet. 1, (Bandung: Citra Umbara, 2012), hal 12.



Dalam kitab-kitab fikin, pembahasan tentang harta bersama dalam
perkawinan sebagaimana termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak
ditemukan. Meskipun demikian, konsep harta bersama dalam perkawinan
tersebut digolongkan ke dalam rumusan syirkah.'® Sedangkan di dalam
Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 1 huruf f sudah ditegaskan bahwa “harta
kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik
sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan
berlansung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar

atas nama siapapun”.

Hukum harta bersama sering kali kurang mendapat perhatian yang
seksama dari para ahli hukum, terutama para praktisi hukum yang semestinya
harus memerhatikan hal ini secara serius, karena masalah harta bersama
merupakan masalah yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan suami
istri apabila ia telah bercerai. Hal ini mungkin disebabkan karena munculnya
harta bersama ini biasanya apabila sudah terjadi perceraian antara suami istri,
atau pada saat proses perceraian sedang berlangsung di Pengadilan Agama,
sehingga timbul berbagai masalah hukum vyang kadang-kadang dalam

penyelesaiannya menyimpang dari perundang-undangan yang berlaku.'!

Indonesia merupakan negara dengan pemeluk agama Islam terbesar di

dunia, mayoritas penduduk Indonesia beragamakan Islam sebagai kepercayaan

% Fahmi Al Amruzi, HukumHarta Kekayaan Perkawinan Studi Komparatif Figh, KHI,
Hukum Adat dan KUHPerdata, Cet. 2, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), hal. 2.

" H. Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Cet. 3, (Jakarta:
Kencana, 2012), hal. 103.



yang diyakini dan di anutnya. Besarnya pemeluk agama Islam di Indonesia
menimbulkan lahirnya beberapa organisasi dan komunitas ummat Islam, di
antaranya yang terbesar di Indonesia ini adalah Muhammadiyah dan Nahd|atul

Ulama (NU).

Dari observasi awal yang penulis lakukan, dari hasil wawancara penulis
dengan pihak organisasi Muhammadiyah di kota Banjarmasin, bertempat di
kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah Provinsi Kalimantan Selatan yang
diwakili oleh bapak Drs. H. Tajuddin, SH, MH, selaku Wakil Ketua Pengurus
Muhammadiyah kota Banjarmasin, beliau mengatakan bahwa tentang masalah
harta bersama ini dari pihak Muhammadiyah belum mengeluarkan fatwa resmi
tentang masalah tersebut. Walaupun dari pihak Muhammadiyah belum
mengeluarkan fatwa resmi tentang masalah harta bersama ini, namun dari
pengakuan Dbeliau banyak masyarakat yang datang ke kantor pengurus
Muhammadiyah ini untuk berkonsultasi tentang masalah ini, dan juga di
dalam Tanya jawab Muhammadiyah seputar hukum masalah harta bersama ini
sudah pernah dibahas dan diperbincangkan. Beliau menegaskan bahwa
Muhammadiyah untuk sementara ini berpegang pada hasil Tanya jawab
Muhammadiyah seputar hukum dan peraturan pemerintah yang mengatur
masalah harta bersama ini seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan
Undang-Undang, selama belum ada fatwa resmi mengenai masalah harta

bersama tersebut.'?

2 H. Tajuddin, Pensiunan PNS/Wakil Ketua PWM Kal-Sel, Wawancara Pribadi, Kantor
PWM Kal-Sel,, Banjarmasin pada hari sabtu tanggal 2 Mei 2015, pada pukul 10.43 Wita.



Sedangkan dari observasi awal yang penulis lakukan dengan pihak
organisasi Nahd|atul Ulama (NU) kota Banjarmasin, bertempat di gedung
Dakwah NU Kalimantan Selatan, yang diwakili oleh bapak Nasrullah, AR,
selaku Sekretaris Wilayah NU Kalimantan Selatan, dari wawancara ini beliau
mengemukakan bahwa masalah harta bersama ini menjadi salah satu masalah
yang di usulkan untuk dibahas dalam Bahsul Masail Mukhtamar NU tingkat
Nasional, dikarenakan masalah ini menyangkut hukum dan syari’ah serta
masalah Nasional, ini dibuktikan dengan adanya peraturan pemerintah yang
mengatur masalah tersebut, juga ditinjau dari situasi dan kondisi yang terjadi
dalam kehidupan masyarakat sehari-hari khususnya masyarakat Kalimantan
Selatan yang notabene dalam kehidupan rumah tangga bukan hanya suami
yang bekerja mencari nafkah, tetapi istri juga turut bekerja mencari nafkah
untuk memenuhi kebutuhan dan stabilitas ekonomi rumah tangga. Beliau juga
mengatakan dalam memutuskan masalah harta bersama ini pihak NU
berijtihad dengan berpegang kepada Al-Qur’an, Hadits, Ijma’, Qiyas dan
metode isthinbath hukum lain untuk menunjang dalam memutuskan masalah

harta bersama ini.*3

Dari hasil observasi awal dengan pihak Muhammadiyah dan Nahd|atul
Ulama (NU) yang penulis paparkan, dapat kita simpulkan bahwa dari pihak
Muhammadiyah dan NU belum ada fatwa resmi mengenai masalah harta

bersama ini, adanya masyarakat yang berkonsultasi mengenai masalah ini

' Nasrullah, AR, Sekretaris Wilayah NU Kal-sel, Wawancara Pribadi, Gedung Dakwah
NU Kal-Sel, Banjarmasin pada hari sabtu tanggal 2 Mei 2015, pada pukul 12.18 Wita.



kepada pihak Muhammadiyah dan NU, serta adanya perbedaan dasar hukum

yang digunakan dalam memutuskan masalah ini.

Dari beberapa masalah dan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik
untuk meneliti masalah harta bersama yang lebih mendalam, baik dari segi
pendapat ulama Muhammadiyah dan ulama Nahdjatul Ulama (NU) di Kota
Banjarmasin.  Dari penelitian yang diperoleh tersebut, maka hasilnya
kemudian dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi
yang  berjudul “Harta Bersama  Menurut Pendapat Ulama

Muhammadiyah Dan Nahd|atul Ulama (NU) Di Kota Banjarmasin”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas,

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama
(NU) di Kota Banjarmasin tentang harta bersama ?

2. Bagaimana  persamaan  dan  perbedaan  pendapat = Ulama
Muhammadiyah dan Nahdjatul Ulama (NU) di Kota Banjarmasin

tentang harta bersama ?

C. Tujuan Penelitian

Berpijak dari latar belakang masalah dan rumusan masalah, tujuan

penelitian ini adalah sebagai berikut :



1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat Ulama Muhammadiyah dan
Nahd|atul Ulama (NU) di Kota Banjarmasin tentang harta bersama.

2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat Ulama
Muhammadiyah dan Nahdjatul Ulama (NU) di Kota Banjarmasin
tentang harta bersama.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk :

1. Kepentingan studi ilmiah atau sebagai terapan disiplin ilmu
kesyariahan.

2. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis pada khususnya
dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini maupun dari sudut
pandang yang berbeda.

3. Sebagai bahan rujukan maupun bahan acuan bagi penelitian lain yang
ingin meneliti masalah ini dari aspek yang lain dan bahan referensi
bagi kalangan civitas akademika.

4. Menambah khazanah kepustakaan bagi IAIN Antasari Banjarmasin

dan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam khususnya.

E. Defenisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan interpretasi terhadap
beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka penulis memberikan

batasan istilah sebagai berikut :



1. Harta bersama adalah harta yang diperoleh suami-istri secara bersama
di dalam perkawinan'*. Maksudnya harta bersama disini tidak
dipersoalkan jerih payah siapa yang terbanyak dalam usaha
memperoleh harta bersama tersebut suami maupun istri, selama harta
tersebut diperoleh dalam masa perkawinan.

2. Ulama adalah orang ahli di dalam pengetahuan agama Islam,*® dan
ulama juga orang yang berkewajiban melayani masyarakat dengan
seperangkat pendidikan agama yang konkrit, karena dipandang lebih
menguasai dalam hal agama Islam.'® Ulama yang penulis maksud
disini adalah 3 orang ulama Muhammadiyah dan 3 orang ulama
Nahd|atul Ulama (NU) di kota Banjarmasin.

3. Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar di
Indonesia. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad
SAW. sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-
orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW.!” Organisasi

Muhammadiyah didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tanggal 8

% sudarsono, Kamus Hukum, Cet. 1, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), hal. 160.

> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed. 3, (Jakarta:
Balai Pustaka, 2001), hal. 1239.

'® Hiroko Horikoshi, Kyai dan Perubahan Social, terjemahan Umar Basallim dan Andy
Muarlysunrawa, (Jakarta: P3M (Perhimpunan Perkembangan Pesantren dan Masyarakat, 1987),
hal. 184.

Y http://www.muhammadiyah.or.id/content-44-det-tentang-muhammadiyah.html ~ , di

akses pada tanggal 4 Mei 2015, pada pukul 12.28 wita.



http://id.wikipedia.org/wiki/Islam
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad
http://www.muhammadiyah.or.id/content-44-det-tentang-muhammadiyah.html

Zulhijah 1330 H. bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 M. di
Yogyakarta.8

Nahdjatul Ulama  (Kebangkitan ‘'Ulama atau Kebangkitan
Cendekiawan Islam), disingkat NU, adalah sebuah organisasi Islam
besar di Indonesia. Organisasi ini berdiri pada 31 Januari 1926 dan

bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi.'®

F. Kajian Pustaka

Buku-buku atau bahan hukum yang meneliti masalah Harta Bersama pada
umumnya, masih relatif langka. Namun dari penjajakan awal, terdapat
beberapa bahan pustaka yang relepan sebagai bahan rujukan judul ini, di

antaranya :

1. Skripsi Fakultas Syari’ah, Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyyah (AS) IAIN

Antasari Banjarmasin, 2000. Tentang “Harta Bersama Ditinjau Dari
Hukum Perdata, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum
Islam” oleh M. Noor Mahdi. Skripsi ini bersifat studi literatur yang
meneliti masalah mengenai harta bersama yang ditinjau dari Hukum
Perdata, UU No. 1 tahun 1974 dan Hukum Islam, dengan
menggunakan metode penelitian  hukum normatif dalam  meneliti
literature-literatur  yang mengulas masalah harta bersama, sehingga

menghasilkan persamaan dan perbedaan pengaturan harta bersama

103.

® H. M. Yusran Asmuni, Aliran Modern Dalam Islam, (Surabaya: Al Ikhlas, 1982), hal.

' http://id.wikipedia.org/wiki/Nahdlatul_%27Ulama , di akses padatanggal 4 Mei 2015,

pada pukul 12.36 wita.
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yang ditinjau dari Hukum Perdata, UU No. 1 tahun 1974 dan Hukum
Islam. Sedangkan pada penelitian ini, penulis meneliti masalah harta
bersama yang terkonsentrasi dalam menggali dan membandingkan
pendapat ulama Muhammadiyah dan Nahd|atul Ulama (NU) di Kota
Banjarmasin.

. Tesis Program Pascasarjana, Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas Diponegoro Semarang, 2010. Tentang ‘“Pembagian Harta
Bersama Akibat Perceraian Menurut Hukum Adat Jawa Di Kecamatan
Tarub Kabupaten Tegal” oleh Suwatno. Tesis ini meneliti suatu kasus
mengenai  pembagian harta bersama akibat perceraian  yang
terkonsentrasi pada fakta yang terjadi dalam hukum adat Jawa di
kecamatan Tarub kabupaten Tegal, dengan menggunakan metode
pendekatan yuridis empiris dalam meneliti kasus tersebut, yang
menghasilkan fakta bahwa pembagian harta bersama akibat perceraian
di kecamatan Tarub kabupaten Tegal saat ini sudah cukup baik dalam
pelaksanaannya, walau ada beberapa faktor kecil yang menjadi
penghambat dalam pelaksanaan pembagian harta bersama tersebut.
Sedangkan pada penelitian ini, penulis meneliti masalah harta bersama
yang terkonsentrasi dalam menggali dan membandingkan pendapat
ulama Muhammadiyah dan Nahdjatul Ulama (NU) di Kota
Banjarmasin.

. Tesis Program Pascasarjana, Program Studi Magister Kenotariatan

Universitas  Diponegoro  Semarang, 2009. Tentang ‘Pelaksanaan



Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Praktek Di Pengadilan
Agama Bandar Lampung — Lampung” oleh Elti Yunani. Tesis ini juga
meneliti suatu kasus mengenai pelaksanaan pembagian harta bersama
namun terkonsentrasi pada fakta yang terjadi dalam praktek di
Pengadilan Agama Bandar Lampung — Lampung, dengan
menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dalam meneliti
kasus tersebut, yang menghasilkan fakta bahwa pembagian harta
bersama yang terjadi dalam praktek di Pengadilan Agama Bandar
Lampung dilakukan atas dasar UU No. 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sedangkan pada
penelitian  ini, penulis meneliti masalah harta bersama yang
terkonsentrasi dalam menggali dan membandingkan pendapat ulama
Muhammadiyah dan Nahd|atul Ulama (NU) di Kota Banjarmasin.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai

berikut :

Bab | Pendahuluan, terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah,
tujuan penelitian, signifikansi penelitian, defenisi operasional, kajian pustaka,

dan sistematika penulisan.

Bab Il Landasan Teori, terdiri dari: pengertian harta bersama, dasar hukum
harta bersama, macam-macam harta bersama, terbentuknya harta bersama, dan

pembagian harta bersama.



Bab Il Metode Penelitian, terdiri dari: jenis, sifat, dan lokasi penelitian,
subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, tekhnik pengumpulan data,

tekhnik pengolahan dan analisis data, dan prosedur penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian Dan Analisis, terdiri dari: gambaran singkat
Muhammadiyah, gambaran singkat Nahdjatul Ulama (NU), pendapat ulama
Muhammadiyah di kota Banjarmasin tentang harta bersama, pendapat ulama
Nahd|atul Ulama (NU) di kota Banjarmasin tentang harta bersama, persamaan
dan perbedaan pendapat ulama Muhammadiyah dan Nahd|atul Ulama (NU) di

kota Banjarmasin tentang harta bersama, dan analisis masalah.

Bab V Penutup, terdiri dari simpulan dan saran.



